
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANAUMUMKETENAGALISTRIKAN
DAERAHPROVINSI KALIMANTANTIMUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Menimbang: a. bahwa Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Ketenagalistrikan mengamanatkan
kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ten tang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5530);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi
KalimantanTimur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM
KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi, yang selanjutnya di
singkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga
listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang
pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.

2. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

3. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak
termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonomi.

5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
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Pasal2

(1) RUKD disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur
yang memuat :

a. Pendahuluan;
b. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan;
c. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik;
d. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik saat ini;
e. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik; dan
f. Kebutuhan Investasi Penyediaan Tenaga Listrik.

(2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

MAKSUD

Pasal3

RUKDsebagaimana pada pasal (2) dimaksud sebagai :

a. bahan acuan kebijakan umum di Provinsi Kalimantan Timur dan
stakeholder terkait dalam bidang ketenagalistrikan;

b. bahan evaluasi kondisi ketenagalistrikan secara umum di Provinsi
Kalimantan Timur untuk memberi masukan bagi Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional;

c. proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk semua sektor yang berhubungan
dengan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Timur;

d. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi
perencanaan ketenagalistrikan lintas sektor di Provinsi Kalimantan Timur;
dan

e. pedornan bagi organisasi dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan pada sektor ketenagalistrikan.

JANGKAWAKTU

Pasal4

RUKD berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan 2038 dan dapat ditinjau
kembali. .
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KETENTUAN PENUTUP

PasaI5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

H.~H
Pembina Utama Muda

NIP. 19620527 198503 1 006


